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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSlJS
IBUKOTA JAKARTA

PERATUH)\N GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 196 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGr:LOLAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK

DENC>AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR P'{OVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

rVie'limbang

Mengingat

a. bahva dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menjamin terpenuhinya hak
anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
b"rpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kerlanusiaan serta mendapat perlindungcln dari kekerasan dan
disl<riminasi perlu dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak;

b. bal1wa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a pengelolaan Ruang Publik Ramah Terpadu Ramah
Anak perlu dilakukan secara optimal oleh Satuan Kerja Perangkat
Da"rah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan bermitra dengan
masyarakat serta dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hUl'uf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Pengelolaan Ruang f'ublik Terpadu Ramah
An OIk;

1. Unjang,Undang Nomor 4 Tahun 1979 lentang Kesejahteraan
An3k;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak sebagaimana telah diubah de'gan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2J03 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ~ebagai Ibukota Negara
~~esatuan Republik Indonesia;

5. Ur.dang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telltang Kesehatan;
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6.. LJndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahail
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nemer 30 Tahun 2014 tentang Administr3si
Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nemor 02 Tahl.n
2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kotc' Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahu,l
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentanq
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

13. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan d:m
Perlindungan Anak Nemor 56 Tahun 2010 tentang Penunjuki-1'l
dan Penetapan Provinsi yang Mengembangkan Kabupaten/Kcta
Layak Anak;

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sis\(,m
Pendidikan;

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistern
Kesehatan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organis,:,,'!
f' erangkat Daerah;

17. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2014 tentang Gerakcn
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan de! 1
Kesejahteraan Keluarga sebagaimar:a telah diubah deng811
Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN;

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK.

BAB I I

i
KETENTUAN UMU!V1 '.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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3. Gubenur adalah Kepala Daerah Provins; Daerah Khusus Ibukota
.Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerc:l
:-<husus Ibukota Jakarta.

5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahterc.:;n
Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi qaerah Khusus Ibukol.1
Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yallg selanjutnya disingk0t
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerc.h
Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat. Perempuan dan Keluarga
Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badall
.Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyaraki~t,

Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khustl3
Ibukota Jakarta.

9. Kota Administrasi adalah Kota Adm·nistrasi Provinsi Daeril:1
Khusus Ibukota Jakarta.

10. Walikota adalah Walikota Administrasi Provinsi Daerah KhuscJ3
Ibukota Jakarta.

11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administriisi
Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seri::>d
Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartH.

13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPl')
adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusl.:s
!bukota Jakarta.

14. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang
selanjutnya disingkat KPMP adalah· Kantor Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan Tingkat Kota Administrasi.

15. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga
Berencana yang selanjutnya disebut KPMP dan KB adalah
Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluar~'3

Berencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

16. ,<ecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khus'.:s
Ibukota Jakarta.

17. Cam at adalah Camat di Provinsi Daemh Khusus Ibukota Jakartc>.

18. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

19. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerall Khusus Ibukota Jakarta.
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20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.

21. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat
RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan
kegiatan dan aktivitas warga deng;:m mengimplementasikcln
10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteracln
Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Lay3k
Anak.

22. Hak-hak Anak merupakan bag ian dari hak-hak asasi manl..J:3:a
yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tU'1,
keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

23. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kola
yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak ar.Jk
rnelalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintail,
masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyelu,-'.I'1
dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan unluk
menjamin terpenuhinya hak anak.

24. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat provir ."i
)/11ng mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuK
rnewujudkan KLA.

25. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutrya
disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembanguncil
rnasyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dar:.

·oleh dan untuk masyarakat rnenuju terwujudnya keluarga yong
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiJ:.
kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum d~"

lingkungan.

26. Tim Penggerak Pernberdayaan dan Kesejahteraan Keluar·g.'1
yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah rnitra kerja pemerinta:,
dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebaw"
fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan pengger~·~

pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKf-:

27. Kader Pernberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yan~

selanjutnya disebut Kader PKK adala'l orang perorangan yan'"J
telah dilatih atau belum dilatih tetapi memahami, serLl
melaksanakan 10 (sepuluh) Prograrn Pokok PKK, yang mau da:l
marnpu mernberikan penyuluhan dan rlenggerakkan masyara!;,~1

untuk rnelaksanakan kegiatan yang diperlukan

28. Kader Masyarakat adalah seorang warga negara yell,S
mempunyai kesadaran dan kemauan mengabdikan diri sec?,,,
sukarela untuk meningkatkan, memajukan dan memelihar<l
RPTRA.

29. Pengurus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya
disebut Pengurus RPTRA adalah badan atau kumpulan individu
yang bertugas memberikan supervisi, saran dan arahan kepach
pelaksana kegiatan RPTRA.

30. Pengawas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutny,1
disebut Pengawas RPTRA adalah badan yang mengawasi
operasional dan kegiatan pengelolaan RPTRA agar berjalan
dengan baik dan benar.
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31. ::>elaksana Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Yan(J
selanjutnya disebut Pelaksana Kegiatan RPTRA adalah badan
atau kumpulan individu yang bertugas melaksanakan kegiatal1
sehari-hari (daily activity) RPTRA dan menjalankan arah dan
kebijakan yang digariskan oleh Pengurll:, RPTRA.

32. Mitra Kerja adalah berbagai organisasi masyarakat, organis2.'i
r;rofesi, dunia usaha, lembaga pendidikan yang bersedia dia];,·.<
bekerja sama dalam kegiatan di RPTRA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur inl dimaksudkan sebagai dasar hukurn
pengelolaan RPTRA.

Pasal 3

Pel'aluran Gubernur ini bertujuan :

a. mewujudkan tertib dan kepastian pengelolaan RPTRA;

b. mewujudkan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerclh
terhadap hak anak;

c. mewujudkan terpenuhinya hak anak agar anak dapat hiduf,-.
tUllbuh, berkembang dan berpartisipaoi secara optimal seSL:': i
dengan harkat dan martabat kemanusiaar,;

d. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarak.n
dalam memenuhi hak anak;

e. rrengimplementasikan sebagian dari kornitmen Pemerintah Daerall
ulltuk mewujudkan daerah sebagai Kota L.ayak Anak;

f. mempermudah pencapaian 10 (sepuluh) Ixogram pokok PKK;

g. rneningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tem~)"'t

pellyerapan air tanah;

h. rneningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga; dan

I. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK dali1r.1
mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal un':uk
meningkatkan kualitas hidup perempuan beserta keluarganya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN F'UNGSI

Pasal4

RPTRA dibangun oleh Pemerintah Daerah di wilayah dan dikeloi;l
mel,dui kemitraan dengan masyarakat untllk kepentingan publik ya:l;l
mllitifungsi.
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Pasal 5

RPTRA dibangun untuk tugas :

a. menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar aroi'lk
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optim:ll
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

b. menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerlnt::'l
Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak:

c. menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak Anak:

d. menyediakan prasarana dan sarana uniuk pelaksanaan kegiatiJ:l
10 (sepuluh) program pokok PKK;

e. meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan temoilt
penyerapan air tanah; dan

f. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial war~a

termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kad,-r
PKK.

Pasal 6

RPTF:A berfungsi sebagai :

a. taman terbuka publik;

b. wahana permainan dan tumbuh kembang anak;

c. pr'3sarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah d:',l
masyarakat dalam memenuhi hak anak;

d. bagian dari prasarana dan sarana Kota Layak Anak;

e. rU3ng terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;

f. prasarana dan sarana kegiatan $osial warga termasu!\
.oengembangan pengetahuan dan keterarnpilan Kader PKK;

g. u~aha peningkatan pendapatan keluarga;

h. pusat informasi dan konsultasi keluarga;

i. halaman keluarga yang asri teratur indah dan nyaman; dan

j. sistem informasi manajernen.

BAB IV

LAYANAN DAN KEGIATAN

Pasal 7

Pad", RPTRA dilaksanakan layanan :

a. anak;

b. masyarakat; dan

c. kebencanaan.
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Pasal 8

(1) Dalam rangka layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. iayanan anak, terdiri dari :

1. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anclk Usia Dini (BKB-PAUD)

2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu):

3. perpustakaan anak;

4. tempat berolah raga;

5. tempat bermain; dan

6. kegiatan kreatif anak.

b layanan masyarakat terdiri dari :

1. kegiatan 10 (sepuluh) program pokoK PKK;

2. PKK-Mart;

3. kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibat k.3n
kerusakan taman dan/atau prasaran3 dan sarana yang ada:

4. olah raga; dan

5. kegiatan kesenian.

c. layanan kebencanaan terdiri dari tempat mengungsi sementc'I.J
saat banjir, kebakaran dan bencana la:nnya.

(2) Dalam situasi dan kondisi tertentu pernanfaatan RPTRA di :u.':.r
pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakuka:~

berdasarkan musyawarah antara Pengurus RPTRA, Pelaksiwc;
~;egiatan RPTRA dan warga masyarakat.

(3) F'engecualian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

a. tingkat kebutuhan jenis pemanfaatan;

.b. aspirasi masyarakat;

c. tujuan jenis pemanfaatan;

d. kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan RPTf~,;;

dan

E'. keamanan dan kenyamanan Iingkungan sekitar.

(4) F'engecualian pemanfaatan RPTRA sebagaimana dimaksud paci3
ayat (2) dan ayat (3) dalam hal berskali' besar serta mmempunyc'i
pengaruh terhadap RPTRA, Iingkungilll dan masyarakat sekitC'r
ilarus ada persetujuan dari pengur'us RTPRA Tingkat K:.>t>1
Administrasi/Kabupaten Administrasi.
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BAB V

LARANGAN

Pasal9

(1) RPTRA dilarang digunakan untuk :

3. Sekretariat Rukun Warga/Rukun Tetangga, dikecualikan b,~,)i

RPTRA yang sebelumnya sudah ada kantor Sekretariat RukLFl
Warga/Rukun Tetangga;

b. tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, soslol,
8gama dan hukum;

c. tempat tinggal penduduk;

d. kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan/ala'j
I'ehilangan prasarana dan sarana RPTRA;

e. kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang delli
tugas dan fungsi kegiatan RPTRA; dan

1'. kegiatan yang melebihi pukul 22.00 WIB.

(2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ; ~)
huruf f, hanya dapat dilakukan untuk I<egiatan tertentu deng8n
pp.rsetujuan Pelaksana Kegiatan RPTRA.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Organisasi RPTRA terdiri dari :

a. Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi;

b. Pengurus RPTRA Tingkat
JI.dministrasi;

Kota Ad min istrasilKabupatColi

c. Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan; dan

d. Pelaksana Kegiatan RPTRA.

Bagian Kedua

Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi

Pasal 11

(1) F'engurus RPTRA Tingkat Provinsi lTIerupakan Tim Pembill2
RPTRA terdiri atas :
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a. Tim Pembina

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Anggota

b. Tim Pelaksana

d. Ketua

e. Wakil Ketua

f. Sekretaris

g. Anggota

Ketua TP PKK Provinsi

Asisten Kesejahteraan Rakyat

1. Wakil Ketlla I TP PKK
2. Wakil Ketlla II TP PKK

Kepala BPMPKB

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda

Kepala Bidang PP PA BPMPKB

1. Inspektur
2. Kepala Badan Perencanaan

Pembangllnan Daerah
3. Kepala Budan Pengelola Keuang,m

dan Aset Daerah
4. Kepala Badan Perpustakaan den

Arsip Daer-ah
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa d~,n

Politik
6. Kepala Dinas Pertamanan <,m

Pemakam3n
7. Kepala Dinas Kesehatan
8 Kepala Dinas Pendidikan
9. Kepala Dinas Perindustrian ;!;'n

Energi
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informati:\il

dan Kehurnasan
11. Kepala Dinas Kelautan, Pertan ~.n

dan Ketahanan Pangan
12. Kepala D;11as Kebersihan
13. Kepala Dinas Bina Marga
14. Kepala Dinas Tata Air
15. Kepala Dinas Olahraga dan PemuL"
16. Kepala Dinas Pariwisata (:,m

Kebudayaan
17. Kepala Dinas Sosial
18. Kepala Dinas Kependudukan (;c'n

Pencatata'l Sipil
19. Kepala Dinas Koperasi, US2iha

Mikro, K'3Cil dan Menengah sc·ria
Perdagar.~Jan

20. Kepala Dinas Perhubungan G"'f1
Transportasi

21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praj?
22. Unsur Dunia Usaha
23. Unsur MasyarakatiPerguruan Tin,lQI

(2) =>engurus RPTRA Tingkat Provinsi diangKal dan diberhentikan olen
·3ubernur.

(3) rvlasa kepengurusan RPTRA Tingkat Provinsi selama 3 (tiga) tahLin
dan dapat diangkat kembali.
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(4) Struktur dan pola hubungan kerja di antara Pengurus RPTRil
Tihgkat Provinsi dilelapkan dalam musyawarah para Pengurus
RPTRA.

(5) Pengambilan kepulusan dalam rapat Pengurus RPTRA Tingk,lt
Provinsi dilakukan secara musyawarah mufakal dan bers!ii1t
kolegial.

(6) Pengurus RPTRA Tingkal Provinsi berkedudukan di bawah di.'l
belianggung jawab kepada Gubernur.

Pasal12

Pengurus RPTRA Tingkal Provinsi rnempunyai lugas :

a. memyusun Rencana Kerja dan Rencan<J Stralegis RPTRA un;u:~

3 (tiga) lahun;

b. menyusun kebijakan Pengelolaan RPTRA:

c. mengangkat dan memberhenlikan Pengldus RPTRA Tingkat KC,t:l
Acminsitrasi/Kabupalen Administrasi;

d. memfasilitasi kontribusi, dunia usaha, mc.syarakal dan perguruCill
linggi unluk pengembangan RPTRA;

e. rnembangun dan mengembangkan jejaring dengan prakti~'i

pemberdayaan masyarakat guna pengembangan RPTRA;

f. memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan kepacl::l
Pengurus RPTRA Tingkal Kola AdministrasilKabupaten Adminislrasi
dan Tingkal Kelurahan;

g. melaksanakan pelalihan
Aclministrasi/Kabupalen
RPTRA.

untuk Pengurlls RPTRA Tingkat KC'J
Adminislrasi dan Pengurus/Pengawc!.3

h. rnlmerima dan menindaklanjllii perme honan, usul, masukr:'"
dc,n/atall laporan dari dunia usaha, m;lsyarakat dan pergUrL.lCi'l
linggi, Pengurus RPTRA Tingkat Kota Adminislrasi/Kabupal':,l
Adminislrasi;

i. memonilor mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan IUW~3

Pengurus RPTRA Tingkat Kola AdministrilsilKabupalen Administra~;;

dan

j. membual dan menyampaikan laporan pelgelolaan RPTRA kepC:(~;l

Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengllrus RPTRA Tingkal Kola Adminislrasil
Kabupalen Adminislrasi

Pasal13

(1) Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupat,;!l
Administrasi merupakan Tim Pendukung RPTRA, lerdiri alas:

a. Ketua

b. Wakil Kelua

Walikota/Bupati

Sekretaris Kota Administrasi/Sekret,lris
Kabupaten Adminislrasi
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Asisten Kesejahteraan Rakyat
Kota Administrc si/Sekretaris
Administrasi

Sekretaris
Kabupak'n

.d. Anggota 1. Kepala Kantor KB
2. Kepala Kantor Perencanaan K,,:a

Administrasi/f(abupaten Administrasi
3. Kepala Kanto, Pengelolaan Keuangc:n

Daerah
4. Kepala Suku Dinas Pertamanan d:m

Pemakaman
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan
7. Kepala Suku Dinas Perindustrian c,~n

Energi
8. Kepala Suku Dinas Komunika<;i.

Informatika dan Kehumasan .
9. Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertani,m

dan Ketahanall Pangan
10 Kepala Suku Dinas Kebersihan
11. Kepala Suku Dinas Bina Marga
12. Kepala Suku Dinas Tata Air
13. Kepala Suku Dinas Olahraga
14. Para Camat
15. Ketua TP PKK Kota Administr,.:i '

Kabupaten AcI'Tlinistrasi
16. Wakil Ketua I TP PKK Kota Administr,;e'i/

Kabupaten Administrasi
17. Wakil Ketua II TP PKK Kota Administr:o;:;i/

Kabupaten Administrasi

(2) Pengurus RPTRA Kota AdministrasiiKabupaten Administril~;i

diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus RPTRA Tingkat Provirl"i
d(,ngan Keputusan Ketua.

(3) fvasa kepengurusan RPTRA Tingkat Kota AdministrasiiKabupatF,ll
Administrasi selama 3 (tiga) tahun dapat diangkat kembali.

(4) Struktur dan pola hubungan kerja di antara Pengurus RPTR;\
Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, ditetapkCi'l
d31am musyawarah para pengurus.

(5) Pengambilan keputusan dalam rapat F'engurus RPTRA Tingkz.t
K·J\a Adminsitrasi/Kabupaten Administrasi dilakukan seccl[:j
musyawarah mufakat dan bersifat kolegial.

(6) Pengurus RPTRA Tingkat Kota AdministrasiiKabupaten Administrasi
ber'kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengurus
F.PTRA Tingkat Provinsi.

Pasal 14

Penqurus RPTRA Tingkat Kota Administrosi/Kabupaten Administra,i
mernpunyai tugas :

a. rlengangkat dan memberhentikan Pengurus RPTRA Tingk8l
I<elurahan;

b. r~emfasilitasi kontribusi perguruan tinggi, perusahaan dijl'
rnasyarakat di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administra~,1

untuk pengembangan RPTRA;
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c. menyelenggarakan pelatihan teknis untuk Pengurus dan Pengaw,~s

RPTRA

d. memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan kepe.:la
Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.

e. menyiapkan lahan dan lokasi baru untuk pembangunan RPTRA;

f. mengoordinir pembangunan fisik RPTRA;

g. menyiapkan calon Pengurus, Pelaksana Kegiatan dan Pengawon
RPTRA Tingkat Kelurahan serta tata laksana operasionalnya;

h. rnenyetujui rencana kegiatan dan anggaran operasional RPTR:\
sElrta sumber dananya;

i. meiakukan pemetaan sosial dan mendiskusikan desain fisik RPTF/\
secara partisipatif dengan warga setempat;

j. memfasilitasi perizinan pembangunan RPTRA;

k. rnenerima dan menindaklanjuti permuhonan, usul, masuk":,,
dan/atau laporan dari dunia usaha, masyarakat dan perguru'l
tinggi, Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;

I. rnemonitor mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tU9':1',
Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan; dan

m. rnembuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepad~l

Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi.

Bagian Keempat

Tugas Camat

Pasa115

Dalam kedudukannya sebagai anggota Pengurus RPTRA Tingkat K()~:l

Adm'nistrasi/Kabupaten Administrasi, Camat mempunyai tU(:I<1 ..;
sebagai berikut :

a.mE,mberikan dukungan kepada Pengurus F~PTRA Tingkat Kelurah':n.

b. memonitor pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.

c. mengoordinasikan antar Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan:

d.rn8nindaklanjuti perintah Walikota/Bupati selaku Ketua Pengun;:,:
RF'TRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi unt'!,:
mer:1perlancar pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA Ting~:'I\

Kelurahan terkait pengelolaan RPTRA;

e. mnlaporkan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administri03i!
K2 bupaten Administrasi terkait pengelolaan RPTRA;dan

f. mEllaporkan Pelaksanaan tugas kepada Walikota selaku Ketu,,'
PE ngurus RPTRA Tingkat Kota AdministrasilKabupaten Administrasi.
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Bagian Kelima

Pengurus RPTRA Tingkat I<.elurahan

Pasal 16

(1) Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan merupakan pengend:e,ii
langsung pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan dan kegia;,:11
RO>TRA berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas :

a. Ketua

b. Ketua Harian

c. Wakil Ketua Harian

d. Sekretaris

e: Anggota

Lurah

Sekretaris Kelurahan

Kepala Seksi Perekonomian d"I:l
Kesejahteraan Rakyat

Penyuluh KB

1. Kepala Seksi Prasarana, Sarana.
Kebersihan dan Lingkungan Hidup

2. TP PKK Kelurahan
3. Unsur masyarakat

(2) Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan diangkat dan diberhentik8:1
oleh pengurus RPTRA Tingkat Kot" Administrasi/KabupatE "j

Ajministrasi.

(3) r>lasa kepengurusan RPTRA tingkat Kelurahan selama 3 (tiq,:)
tahun dan dapat diangkat kembali.

(4) Struktur dan pola hubungan kerja di antara Pengurus RPTR'"
tingkat Kelurahan, ditetapkan dalam mllsyawarah para Pengu'u.;
RPTRA.

(5) Perlgambilan keputusan dalam rapat Pengurus RPTRA Tingk',l.
Kelurahan dilakukan secara musyawarah mufakat dan bersif:~t

kolegial.

Pasal17

Penourus RPTRA Tingkat Kelurahan mempunyai tugas :

a. rnengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan RPTRA;

b. menyusun dan mengusulkan kepada Pengurus RPTRA Keto
l~dminsitrasi/Kabupaten Administrasi rencana kerja dan anggar:3',
i;egiatan secara partisipatif;

C. rnemonitor dan mengevaluasi ketersediclar, dan kelaikan prasarc:r,c'
dan sarana RPTRA serta melaporkan kepada SKPD/UKPD terk;',:
sesuai dengan tugas, fungsi, kewenanoan dan tanggung jawalJ
masing-masing;

d. memelihara kebersihan dan keamanan RPTRA;

e. 1l19nerima dan menindaklanjuti perrnohonan, usul, masuKCl;;
dan/atau laporan dari Pelaksana Kegiatc:n RPTRA;
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f. rnelaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA melalui Pelaksap3
Kegiatan RPTRA;

g. melakukan pembinaan terhadap Pelaksana Kegiatan RPTRA;

h. memberikan bantuan langsung terhadap pelaksanaan kegiat3n
pelayanan RPTRA oleh Pelaksana Kegiatan RPTRA;

i. melaporkan permasalahan pengelolaan RPTRA yang tidak bi'.8
dilaksanakan dan/atau bukan kewenangannya kepada Pengur:,s
RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengc),l
tembusan kepada Cam at;

j. memutuskan dan memberikan
permasalahan kegiatan pelayanan
kewenangan Kelurahan; dan

alternatif penyelesai,m
HPTRA sesuai den9zi,1

k. rnembuat dan menyampaikan laporan pellgelolaan RPTRA kepa('J
Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupatcl
Administrasi dengan tembusan kepada Camal.

Pasal 18

Kebersihan dan keamanan RPTRA merupakan bagian dari tug;13
penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan.

Bagian Keenam

Pelaksana Kegiatan RPTRA

Pasal 19

(1) P,,,daksana Kegiatan RPTRA merupakan petugas yanJ
rTeiaksanakan langsung kegiatan pelayanan pada RPTRA diangk,.,t
dari kader PKK dan unsur masyarakat berjumlah paling bany,~';

6 (en am) orang, terdiri atas :

a. unsur kader PKK; dan

b. unsur masyarakat yang secara nyal," mempunyai kegiatan c:,
RPTRA.

(2) Pe!aksana Kegiatan RPTRA diangkat dan diberhentikan 0Ie';1
Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan den~Jan Keputusan Ketua.

(3) Pelaksana Kegiatan
fvlinimum Provinsi
u'ldangan.

RPTRA diberikan upah sesuai dengan Up;;r,
sesuai ketentuan peraturan perundang-

(4) fvlasa bakti Pelaksana Kegiatan RPTRA selama 2 (dua) tahun dan
tidak dapat diangkat kembali.

Pasal 20

Pela<sana Kegiatan RPTRA mempunyai tugas :

a. rnenyusun rencana kegiatan dan anggaran RPTRA untuk diajukan
k'3pada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;



penyelenggaraan kegiatan ,:)
PKK dan/atau pemberdaya;lC1
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b. melaksanakan kegiatan pelayanan RPTR/\;

c. memonitor pemanfaatan prasarana dan sarana RPTRA;

d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayan8n
RPTR/\;

e.. membuka dan menutup fasilitas RPTRA;

f. menjaga prasarana dan sarana RPTRA;

g. memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, pendampinga~l,

pemahaman, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanf2C1t
dan pengunjung RPTRA;

h. rremulai dan mengakhiri kegiatan sehari-tlari di RPTRA;

i. rr·elaporkan kerusakan prasarana dan sarana RPTRA kep.~da

Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;

j. rrelaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan harian RPTf'.',\
kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;

k. rr,elaporkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksan,:l:;'1
kegiatan pelayanan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Ting" ,·.t
l-("Iurahan; dan

I. rnelaporkan pelaksanaan tugas Pelaksana Kegiatan RPTRA kepa.!.1
Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan secara periodik.

Pasal 21

(1) Kader PKK dan unsur masyarakat yanQ japat diajukan/diang:·"t
nwnjadi Pelaksana Kegiatan RPTRA pali'lg sedikit harus memen'JI~i

persyaratan sebagai berikut :

a. memahami dan aktif dalam
(sepuluh) Program Pokok
masyarakat;

b. memahami penyelenggaraan kegiatan Kota Layak Anak;

c. memahami tugas, fungsi, pelayanan dan,kegiatan RPTRA;

d. mempunyai kepedulian dan komitmen terhadap pemenuhan ric:',
anak, kegiatan sosial kemasyarakatan, kebencanaan clc,,1
lingkungan hidup;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. mempunyai waktu yang cukup untu" melaksanakan kegiaiC1'1
pelayanan RPTRA;

g. diutamakan yang berdomisili di sekita~ lokasi RPTRA;dan

r. berintegritas dan berbudi pekerti yang ba·k.

(2) ~;esuai kebutuhan dan perkembangan Pengurus RPTRA Tingka~

f<elurahan dapat menetapkan persyamtan selain sebagaimal1C:
c imaksud pada ayat (1).
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Pasal22

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiata'1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 2 I
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bacian.

(2) Teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( '! )
sebelum ditetapkan oleh Kepala Badan, terlebih dahulu ha'lls
d!paparkan dan dibahas dalam rapat Pengurus RPTRA TingkCit
Provinsi.

BAB VII

MITRA KERJA

Pasal 23

(1) Mitra kerja Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dalam pelaksana,'hl
tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan RPTRA antara lain:

a. Badan Pembina Desa (Babinsa);

b. Bintara pembina dan keamanar, ketertiban masyarakc!t
(Babinkamtibmas);

c. tokoh agama yang berdomisili di sekital' lokasi RPTRA;

d. tokoh masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi RPTRA; dan

e. dunia usaha.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pad<J 3yat (1) dibangun dell)
dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan~:·

undangan dalam prinsip kebersamaan.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal24

(1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan RPTR .. ,
dilaksanakan oleh Pengurus RPTRA Tin~Jkat Provinsi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada a,'at (1) dilaksanakan seem'J
periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Evaluasi kebijakan dilaksanakan dalam rangka untuk :

a. mengetahui kesesuaian antara kebiji-lkan pengelolaan RPTR/,
dengan ketentuan peraturan perundaTig-undangan;

C. mengetahui kesesuaian antara kebijakan pengelolaan RPTr:~/,

dengan pelaksanaan kegiatan RPTRI\:
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c. mengetahui pelaksanaan tugas Pengurus Tingkat Kola
Administrasi/Kabupaten Adminsitrasi dan Pengurus Tingkdt
Kelurahan; dan

d. mengetahui hal-hal yang perlu diperbalki/ditingkatkan.

(4) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ppc1a
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada OokumC!il
Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretar:-,t
Oaerah.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan RPTRi\
dilaksanakan oleh BPMPKB.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan secara
periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(3) E'/aluasi kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pad a ayat (L')
djlaksanakan dalam rangka untuk men\letahui manfaat kegiat,'-l"
pe!c:yanan RPTRA terhadap pemenuhan hak anak, sosi:,1
kemasyarakatan, peningkatan penget2huan dan keterampil,,:l
K~der PKK serta pemenuhan syarat KLA.

(4) Oalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1~,

a:/at (2) dan ayat (3) BPMPKB mengikutsertakan SKPO/UKPIJ
terkait yang termasuk Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi dan Kot:J
:Ajministrasi/Kabupaten Administrasi.

(5) Anggaran pelaksanaan evaluasi seba\Jaimana dimaksud prJ'"
a:/at (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada Ookum;:']
Pelaksanaan Anggaran BPMPKB.

Pasal 26

(1) Pe;aksanaan evaluasi pelayanan bulanan RPTRA menj~l;i

te nggung jawab Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untu<
mengetahui hasil positif, kekurangan dc:n/atau kendala serta l'ICiI
yang perlu diperbaiki pada kegiatan RPTF\A.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaik:'l'l
Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan kepada Pengurus RPTF;A
Tingkat Provinsi dengan tembusan Pengurus RPTRA Tingkat Kotal
Kabupaten Administrasi.

Pasal 27

Pela,<sanaan evaluasi kegiatan pelayanan harian RPTRA menja,:::i
tang£lung jawab Pelaksana Kegiatan RPTRA dilakukan sebagai bahan :

a, perbaikan pelayanan harian RPTRA; dan

b. IT asukan untuk pembinan dan pengem:,anagan Kegiatan RPTI'\/'.
j,sampaikan kepada Pegurus RPTRA Tinqkat Kelurahan.
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BABIX

PEMBAGIAN TUGAS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA

Pasal28

Da!arn penanganan prasarana dan sarana RPTRA dilakuk',1:1
perllbagian tugas kepada SKPD/UKPD dengan masing-masing tugas
sebagai berikut :

a, Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah dan/atau jajarannyil
m91aksanakan penanganan terkait koordinasi, harmonisasi Cilil
sinkronisasi pereneanaan dan anggaran pengelolaan RPTRA.

b, Badan Pengelola Keuangan dan Aset D<lerah dan/atau jajaranrl'j:,l
melaksanakan penanganan terkait :

1, penatausahaan aset fasilitas so sial dan fasilitas umum at",.J
hibah pihak ketiga;

2, pembinaan dan pengelolaan aset RPTRA; dan

3, kerja sama pemanfaatan aset daerah,

e, BPMPKB dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan terkai',

1: pengoordinasian pengelolaan RPTRA;

2, bangunan gedung;

3, sound system; dan

4, taman bermain anak,

d, B.3dan Perpustakaan dan Arsip Daerah dan/atau jajaranr,ya
melaksanakan penanganan terkait perpusl'akaan;

e, B 3dan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan penangan,,'l
terkait pemantauan aspirasi masyarakat tElrhadap RPTRA;

L Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan/atau jajaranr.',:~

melaksanakan penanganan terkait :

1., pengelolaan taman umum; dan

2, lampu taman,

g, Dinas Tata Air dan/atau jajarannya rn :Jiaksanakan penangani'n
tmkait drainase;

h, D:nas Bina Marga atau jajarannya m(~laksanakan penanganan
terkait jalan;

i, Dinas Perindustrian dan Energi dan/atau jajarannya melaksanak3;'
penanganan terkait :

1, peneahayaan kota; dan

:~, internalisasi kegiatan industri keeil dan perurnahan,
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j. Dinas Kesehatan dan/atau jajarannya rnelaksanakan penangapon
terkait :

1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu): dan

2. ruang laktasi.

k. D:nas Pendidikan dan/atau jajarannya rnelaksanakan penanganc'il
terkait :

'1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan

2. Kelompok Bermain.

I. D,nas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ser,a
Perdagangan dan/atau jajarannya melaksanakan penangan,Yl
terkait :

1. pembinaan PKK mart; dan

2. pengendalian usaha Mikro.

m. Oinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dan/at~"l

Ja,arannya melaksanakan penanganan ter~ait :

1. kolam Gizi;

2. taman Tanaman Obat Keluarga (TOGa); dan

3. ketahanan pangan.

n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau jajaranro '-,i
rT'elaksanakan penanganan terkait :

I. fasilitasi pelayanan kependudukan; dan

2. penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil.

o. Di,las Perhubungan dan Transportasi dan/atau jajarann\'C\
rnelaksanakan penanganan terkait :

1. pengendalian lalu Iintas sekitar RPTRA,; dan

2. taman lalu lintas.

p. Dinas Olahraga dan Pemuda dan/atau .:ajarannya melaksanak8~1

p"nanganan terkait :

1 sarana olahraga; dan

2 kegiatan olahraga.

q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan/atau jajarannya melaksanak"n
p·,nanganan terkait :

1. atraksi seni budaya;

:2.. pelatihan seni;
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3. pameran seni; dan

4. penyediaan peralatan seni budaya.

r. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dan/atau jajaranny8
melaksanakan penanganan terkait :

1. penyediaan dan pengendalian CCTV;

2. penyediaan dan pengendalian wi fi;

3. publikasi RPTRA; dan

4. sistem informasi manajemen RPTRA.

s. Dinas Kebersihan dan/atau jajarannya melaksanakan penanganan
terkait :

1. pengangkutan sampah;

2. internalisasi hidup bersih; dan

3. pelatihan komposting.

t. Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau jajarannya melaksanal<.3.1
penanganan terkait :

1. pengendalian ketenteraman dan kete;1iban; dan

2. penertiban.

u. Kelurahan dan/atau jajarannya melaksanilkan penanganan terk<.llt :

1. telepon, air dan listrik (TALI);

2. pengamanan;

3. kebersihan; dan

4. jasa pengelola.

BAB X

KEUANGAN

Pasal29

(1 ),A,nggaran pengelolaan RPTRA bersumber dari Anggara'1
F'endapatan dan Belanja Daerah serta wmber dana lain yang Sci:',
dan tidak mengikat.

(2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan pengelolaan RPTR;,.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh mas;I"i~J"

masing SKPD/UKPD.

(3) F'engelolaan dan pertanggungjawaban I<.euangan yang bersurnber
(j,Jri Anggaran Pendapatan dan Bel,mja Daerah dilaksanak'''.n
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) P,,,ngelolaan dan pertanggungjawaban k"uangan yang bersumrer
dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan seC8ra
patut sesuai dengan tujuan pemberian/hibah/bantuan berdasark2.'l
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal30

(1) Prasarana dan sarana RPTRA merupakan aset daerah deng;"'l
status kekayaan yang tidak dipisahkan.

(2) Prasarana dan sarana RPTRA dalam bentuk pemberian, hibah ata:J
bantuan dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daer:l:1
y;lng dicatat sebagai aset daerah.

Pasal 31

Prasarana dan sarana RPTRA dapat dike"jasamakan dengan pih?i;
ketiga melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan aset ses'J"i
dell~an ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal32

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan RPTR.A dilaksanakan oleh :

a. L.embaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan 02,n
tanggung jawab keuangan negara; dar

b. Aparat Pengawasan Internal Pemerint8h.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka'l
sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jaw<lb
n18sing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundamr
undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Anggaran pemeliharaan kebersihan, keamanan, telepon, air G",n

listrik serla Pelaksana Kegiatan RPTRA sampai dengan tahun 2() 1h

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran KPMP dan
I<PMP dan KB.

(2) p,nggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tahun 201 ;
dibebankan pad a Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.
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BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar satiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA

~Jiundangkandi Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
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SAEFULLAH
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